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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Hasalah

Hasalah yang amat menonjol dibicarakan oleh
masyarakat ]uas di daerah Kabupaten Padang pariaman
akhir-akhir ini dalam bidang sosial budaya adalah
mengenai tingginya harga pembayaran perkawinan , yanC
harus diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak Iaki-
laki seoLah--olah dalam sistem perkawinan adat di daerah
ini laki-1aki itu dibel.i oleh pihak perempuan. Harga
penbayaran yang begitu tinggi kadang-kadang meninbulkan
masalah dalam masyarakat. Sekarang ini dalam kenyataannya
lebih banyak terjadi pembayaran Dang hifang.

2. Runusan Hasalah

Berkenaan dengan ha1 tersebut d i atas dapat
dikemukakan nasalah pendidikan sebagai berikut:
a. Bagaimana persepsi pihak pemerintah terhadap kawin

bajapuik, dit injau dari aspek soslal budaya?
b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik,

ditinjau dar i aspek-aspek budaya?

3. Tujuan Pene I it ian

Berdasarkan masafah yang ingin diteliti maka, tujuan
pene 1i t ian ini adalah;
a. Ingin mEiihat persepsi pihak pemerintah terhadap kawin

bajapuik diiirrjau dari aspek sosial budaya.
b. Ingin melihat persepsi. nasyarakat terhadap kawin

bajapuik diLinjau dari aspek sosial budaya.
Selanjutnya hipotesis yang dianut penelitian ini

sesuai pula dengan tujuan penelitian dan masalah adalah
sebagai beriliut:
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Distribusi proporsi dari persepsi kelongok-ke1r-,npr,k
masyarakat, berarti perbedaan antara kelornpok-ke).onpok
tersebut. ditinjau dari aspek sosial budaya.
Ada kecenderungan pihak pemerintah untuk seEera
nenghapuskan yang jenputan yang junlahnya nenyinpanEl
dar i adat.

4- Hanfaat liasi I Penelitian

Adapun manfaat dari hasil
d ikemukakan sebagai berikut;

penelitian ini dapat

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Daerali Tingkat
II Padang Pariaman yang dapat dijadikan umpan balik
dalam nenangani masalah-masalah pembangunan khususnya
sosial budaya di Kabupaten padang pariaman ,lsn
Sumatera Barat umumnya.
Sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan
menaruh perhatian mengenai pembangunan masyarakat dan
kebudayaan |linangkabau khususnya para penrliti yenE
ingin mengadakan penelitian di daerah Kabupaten padang
Pariaman.
Hemperkaya khasanah kepustakaan nasional tentangmasyarakat dan kebudayaan Hinangkabau umutnnya danmasyarakat par iaman khususnya.

a

b

b

C

BAB
KE RANGKA

II
TEORITI S

Di daerah Pariau)an uang tiajirL.uik itu E,ada haliEkalni,.l
tidak diambil, seperti halnya dengan daerah Tilalang Iianang.
oleh karena uang bajapuik itu dikembalikan juga, tetapi
tidak pada waktu itu, melainkan dikenbalikhn kemudian dalan
bentuk lain, biasanya dalam bentuk barang seperti perhiasan:
EJeIang emas aLau kain, seperti apa yang disebut "paragiah
jalang", yaitu hadiah perkawinan. Biasanya nilai hadiah
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perkawinan yang diberikan melebihi dari uang japuik yanE
diterima. Jadi uang hiLang di daerah Pariaman sama dengan
uang japuik di daerah lain.

Banyak kasus yang terjadi dalam nasyarakat yang cukup
menggenparkan nengenai uang jemputan ini. Dari daerah
Parianan diberitakan (Haluan, Sabtu ZO September 1gg0)
dengan pokok ber i ta " Gagal Bersand ing Gara-Gara Uang
Jemputan Hacet". Peristiwa tersebut terjadi di Korong Sungai
Jilatang, Kanagarian Cimpago, Kecanatan Lima Koto Kampung
DaIam, Kabupaten Padang Pariman, mengakibatkan gagalnya sang
anak daro nikah dengan marapulai karena tidak cukupnya uang
jemputan dan uang hilang yang akan diserahkan kepada pihak
Iaki- laki . Duduk persoalannya adalah sebagai beriku t: yn,
tergolong keluarga yang kurang mampu, mencarikan jodoh untuk
anak gadisnya Yl. Atas mufakat kedua belah pihak didapatkan
jodoh, seorang laki-laki yang bekerja pada sebuah perusahaan
kontraktor di Pariaman dengan uang jemputah beberapa rupiah
mas serta uaxg hilang Rp. 300.000,- di samping itu disertai
janj i akan menguruskan SK untuk bekerja sebagai peEJaHai

negeri. DaIam pesta perkawinan yang sedang berlangsung,
tunggu punya tunggu sang marapulai yanE akan dinikahkan
dengan gadis Y1 tak juga kunjung Liba sehubungan dengan uang
j emputan berupa rupiah emas dan uang hi lang Rp _ 300.000, -
belum diserahkan oleh ayah gadis itu kepada pihak laki-1aki.
Akhirnya dengan berurai air mata sang gadis menangis di atas
pelaminan, sanpai larut maLam marapulai tak kunjung tiba.

Denglan adanya kasus-kasus dalam masyarakat seperti itu
aapakah uang japuik dalam sisLem perkawinan adat Hinangkabau
perlu dihapuskan?

Kasus-kasus seperti di atas alian semakin nerisaukan
bila dalam perkawinan itu uang japuik atau uang hilang sudah
dibayar, tetapi timbul perceraian tidak lama sesudah itu _

In i benar-benar akan men imbu lkan keadaan yang sangat
memilukan, in i lah yang harus menj ad i perhatiarr kita. Jelas
dalam hal ini yang menderita hanyalah saLu pihak saja yaitu
pihak wanita.
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Berhubungan dengan banyak tinbul kasus yang berkaitan
dengan uang jemputan, di daerah Padang Pariman maka timbul
bermacam-maeam. tanggapan baik dari pihak Pemerintah Daerah
Tingkat I1 Padang Pariaman maupun dari kalangan anggota
masyarakat yaitg terdirl dari semua lapisan yang pada
pokoknya mengemukakan keberatan atas adanya kebiasaan
pembayaran uarig jemputan yang sudah sangat menyolok
jumlahnya dalam sistem perkawinan di daerah ini. Bahkan
beberapa kali seninar tefah diadakan nembahas tentang ha1
itu. Terakhir diadakan senrinar yangl diprakarsai oleh KNpI
Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun 1gg0 yangf lalu di mana
dalam keputusan seminar menofak adanya kebiasaan pembayaran
uang jemputan.

Hasyarakat mulai bicara tpntang ketidak setujuannya
terhadap yang jemputan dalam berbaEsi t,rntuk, n+1=lri trk,:h_
tokoh yang dianggap Fun)." perg:ruh dalan nasyarakatnya.
9enerintalr Daerah mulai puJ.a bicara tentan,{ penalakan yan;jenputan. Bupati Kepada Daerah pa,Jang pariaman di bawah
p imp in an Anas Hal i k pern ah membuat su re t edaran yenE
melarang kebiasaan yang dianggap buruk itu setelah mendenElarpendapat dari beberapa . pihak atau golongan masyarakat,
disertai dengan ancaman hukuman bagi barang siapa yang
melanggar ketentuan yang ter.cantunr dalarn surat edaran_edaran
tersebut.

Setelah keluarnya surat edaran ter.sebut kebiasaan uangjempuitan yang tnenyolL.)k itu dalam n)asyarakat Lidak
berkurang, rnalahan sebaliknya menjadi. sernakin rnerajalela.
bahkan tokoh-tokoh yang selama ini menyokoltg FenEJhaE,usan
kebiasaan yanEl diaangap tidak baik in j. secara diam-diarn ikut
nerestui. Akhirnya kebiasaan pembayaran uang jemputan dafam
sistem perkawinan di daerah Padang pariaman t.e1ah menjadi
sebuah isyu yang kontroversial dan telah nendapat perhatian
tidak saja oleh para peranLau Hinang di seluruh Indonesia
t.etapi juga nasyarakat luas secara nasional.

Berdasarkan fakta di lapanEIan secara selintas ada kesan
bahwa dalam masyarakat terjadi pro dan kontra uang jemputan
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dengan alasan yang cukup kuat untuk nembenarkan pendapat
mereka masing-masing. Secara Llnum dapat dikatakan bahwa
kebiasaan pembayaran uang jemputan dalam sistem perkawinan
di daerah ini meninbulkan dampak dalam . masyarakat baik
dampak positif maupun dampak negaEif, terutama dampak sosial
budaya. Penelitian yang dilakukan oleh YeLraviza ( 1SS0)
nelaF'orkan bahwa di Nagari Naras III Koto, Kecamatan
Pariaman Utara terjadi dampak yang berbeda-beda dalam bidang
sosial budaya, ada yang baik dan ada yan4 buruk. Danpak yang
paling jelek yanC ditimbulkan oleh adanya kebiasaan
pembayaran uang jemputan adalah t.erjaadinya banyak kasus
perceraian sehinEiga di daerah itu banyak sekali terdapat
janda-janda yang ditinggalkan cerai oleh suami mereka, agar
suami itu sesudah perceraian dapat menikah Iagi denElan
perempuan Iain yang memberikan uang jemputan pula,

KaIau kita pelajari dasar penerimaan uang jemputan bagi
mereka yang tidak menentang, bahkan membenarkannya nenang
masuk akal dan dapat diterima, Sisten uang jemput itu
memungkinkan semua panita mendapatkan jodoh atau dengan kata
laln dapat mencegah adanya perawan-perar.ran tua di kampung.
BAgi mereka yang menentang memang dasar penolakarr juga dapat
merendahkan martabat seorang Iaki-laki karena telah dibeli
oleh pihak wanita.

BAB
HETODOLOGI

III
PENELITIAN

1- Populasi dan Sampe I

Yang menjadi populasi dalam peneliLian ini adalah
nagari dalan I'.abupaten Padang Pariaman. YAnE menjadi
sampel adalah 10 naEiari berasal dari 10 kecamatan,
dipilih nenurr.)L metode stratified randon sampling.

''t'* 1tt ::H.-r:-,^,,



2 - Respond en

Responden untuk tiap nagari direncanakan diarnbil 10
orang sebagai sumber data terdiri dari kelompok_kelompok
ninik nanak, alim uIana, cerdik pandai, bundo kanduang
(wanita), dan pemuda. Masing-masing kelompok dir.rakili
oleh 2 oranEl . Namun -yang berhasil dikumpulkan hanya gg
responden

3. Tenik pengfumpuJ.an data adarah dengan wawancara dibantu
penganatan.

4. Alat pengumpul data adalah berupa daftar pertanyaan,
5 - Teknik analisis data adalah dengan rumus:

(f. f .12

f.

6. Variabel dan Definisi

Persepsi Penerintah sdalah salah satu variabel dalamsbudi ini, yang nerupakan ts.nggEpsn ,Jan p*ndspst dsripemerintah Tingkat II Kabupaten padang pariarnan,
mengenai tradisi uang jenE,utan dalam sistem adat kaLIinbajapuik.
Pendapat dan pandangan pemerinLah ini dalam bentukresni yang merupakan hasil_hasi1 Seminar Lokakarya,
dan mungkitr JUga Futusan-putusan ciar.i L-.,e!i)et.in tah
Tingkat I I KabupaLen padang pai.iamar.r . pendaE at dan
pandangan pemerintah yang tidak sesuai yakni
maerupakan hasil in terviu L.eneliti dengan kepala
pejabat pemerintah Tingkat II , mengenai kasus
bersangkutan, di nana pejabat-pejabat sebagai sumber
inf.ormasi, di sanrping merniliki tugas yang berkaitan
juga mem.iliki pengetahuan adat yang memadai.
Persepsi Hasyara)iat, adalah nerupakan variabel dalam
bentuk pendapat, pandangandan tanggapan nasyarakat
yang dinakili oleh pimpinan-pimpinan masyarakat

x2
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c

d

nenurut golongan dan kelonpok masyarakat. pandapat dan
tanggapan masyarakat tersebut berupa pen i Iaian
terhadap uang jemputan yang dilaksanakan dalam tradisi
kawin bdjapuik di Kabupaten padang parianan dan
kaitannya dengan kehidupan nasyarakat (sistem sosiat )
I-,eEi tLr jtrga kaiLanttyrt rlFliBalil kit,7r7EF b.ti _ Hn [r i r-1L'rililil
(sisterr budaya) yang menjadi pegangan hidup masyarakat'baik masa kini maupun masa yang akan datang.
Danpak Terhaciap So-s-j5J, adaLah Eengaruh-Eengaruh
kehiduFan sosial cli tengah ntasyarakat akibat
berkembang uang jemputan yang tidak sesuai dengan
j ernpu tan adat Hinangkabau.
Danpak Terhadap Buday2, adalah pangaruh-pengaruh
perubahan dan sikap dan nilai ntasyar.akaL terhadap
kehidupan kultur dan budaya kawin bajapuik akibat
tidak sesuai besarnya uang jemputan'dengan kebiasaan
menurut. adat Hinangkabau yang sebenarnya.

BAB
PENEHUAN DAN

IV
PEHBAHASAN

1 Analisis Data dan Ukji Hipotesis

a- Persepsi Hasyarakat

TabeI 1.
Pengelonpokan Responden l'[enurut Persepsi Tentang

Jenis Penbayaran Perkaninan Terba ik

NO LAPISAN HASYARAXAT N
U. DAPUR U . JAPUIK U . HILANG LAINNYA

f f f /. l-

1 Ninik HAmak 1b b 37, 50 4 25,00 1 6, 25

2 Pemuda I 61,54 3 23,O8 2 15 3I 0 0, 00

3 Bundo Kanduang 77 6 35, 23 6 35, 29 1 5, 88 4 2 3

4 Cerdik Pandai 30 I 30, 00 16 JJ, .1J 2 6, 67 1 J,JJ
AIirn U le.na rz 4 25,00 4 2s,00 4 25 ,At) 0 0,00
JUHLAH o6 32 ,7.7 13 6



Secara keseluruhan, araka semua EolonEan r)alart
persepsi mereka memberikan penil; aian terbaik terhadap
jenis uang pembayaran yang kedua yaitu jaEuik, karena di
anLara 88 responden yang berasal dari golongan-golongan
nasyarakat tersebut ada 37 orang yanEl lebih rrenyukai uanEJ

japuik (42,sil>, sedangkan untuk jenis pembayaran uanEl

perkawinan yang lain lebih kecil anElkanya dari itu.
Dengan demikian nyatalah kepada kita bahwa mayoritas
nasyarakaL' berpendapat uang japuik lebih baik dari pada
jenis lainnya. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan kita
semuaw mengapa mayoritas masyarakat lebih menginginkan
uang japuik dari pada jenis uang pembayaran perkawinan
lainnya, oleh karena uang japuik itu pada akhirnya akan
d ikembal ikan lagi .

Tabel 2 -

Hubungan Persepsi Hasyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
Dengan Danpak Ekononi

Analisis hubungan berdasarkan tabel di atas
memperoleh koefisien X2 = 3,655, sedangkan koefisien X2

dengan dasar kepercayaan 952 atau a = 0,05 (X2 0,05),
dengan df = 4 adalah 9,49. Dengan demikian terbuktilah X2

hit < X2 tab. Hubungan antara kedua variabel tidak

L1;.yi 1,27

,;(r3
P ERPUS TAi( ANN

DADANO

NO KELOHPOK HASYARAKAT
EKONOHI

JUHLAH
HEMBERATKAN TIDAK

1 Ninik Hamak 2 3,0s l4 12,9t 16

2 Pemuda 4 I,JL I 10,49

a Bundo Kandu ang 5 3,28 72 73,72 17

4 Cerdik Pandai 5 5,80 ZJ 24,33 30

5 A 1im U lama 1 11 9, 68 \2

J UH LAH II 7). 88



signif ikarr. Tidak terdaEat perbeda.an Fersepsi antara
kelompok-kelompok nasyara Ilat .

TabeI 3.
Hubunfan Hasyarakat Terhadap Kawin Bajapuik

Dengan Dampak Sosial

Koefisien Xz = 5,656, sedangkan koefisien X2 denEJan

dasar kepercayaan 95li atar.: a = 5i( (X2 0,05 ) , adalah 9,49
dengan df = l-. Dengan denrikian ternyata X2 hit < X2 tab.
(5,656 <9,4S), berarti hipotesis H. diterima, tidak
terdaFat perbedaan hubungan persepsi masyarakat dengan
gadis tua.

Tabel 4.
Hubungan Persepsi Hasyarakat Terhadap Kawin Bajapuik

Dengan Danpak Budaya

NO K,ELOHPOK HASYARAKAT
GADIS TUA

.]UHLAHADA TIDAK

1 l{iriik Hamal-l
,

I
I

10. 13

P+nuda 1C

t) 16

4

.) BundD Kanduang 3 o 6, 18

4 Cerd ik Pandai 18,09 10,91 30

5 Alim U lama 7 7 ,64 5 4,36 L2

JUHLAH I 56 88

NO KELOHPOK HASYARAKAT
KAI{IN KELUAR

JUMLAH
BANYAK SEDIKIT

1 Ninik Hamak 11 t2 ,91 3,0s tt)

P errud a 11 10,49 t3
Bundo Kanduang

Cerd ik Pandai

It) 1 tt
4 ?3 24,20 7 5, B0

J Alim U lama 10 s,68 2 z, iz IZ

JUHLAH 7t L7
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Analisis hubunElan berdasarkan Tabel 4 di atas,
nemperoleh -.koef isien Xz = 3,862, sedangkan koefisen X2

dengan dasar kepercayaan 952 atau a = 5'l (X2 '0,05),
adalah 9,49. dengan df=4. Dengan demikian ternyatalah X2

hit < X2 tab. (3,862 < 9,49), berarti H. diterima, tidak
terdapat perbedaan hubungan persepsi den5lan dampak budaya
kapin keluar.

b. Persepsi Pihak PenerinLah Terhadap Kawin Baiapuik

Hasalah pembayaran perkawinan dalam sistem
perkawinan adat di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang

Pariaman sudah Iama sekali menjadi perhatian pemerinLah-

HuIa-mu1a sekali mengenai masalah perkawinan di Pulau
SiberuI yang dianggap oleh peurerintah terlalu tinggi pada

tahun 1950-an- Akhirnya berkat daya dan upaya pemerintah
menurunkan tarif pembayaran perkawinan d i Daerah Siberut
tidak Iagi menimbulkan masaLah dalam kehidupan sosial
budaya dari masyarakar. Sekarang masalah yang serDpa iDga
muncul di daerah yang sana yaitu Daerah ,Tingkat II Padang

Pariaman ..Jrg, khusus dalam nagari-nagari pada 11

kecamatan dalam kabupaten tersebut-
Pembayaran perkawinan di 11 kecamatan dalam

Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai bentuk
penjelnaannya sudah unum berlaku di atanra bentuk-bentuk
pembayaran tersebut ada yang sangat nemberatkan

masyarakat sekarang terkenal dengan uang hilang. Pada

mulanya tida ada yang bentuk begini, tetapi yang ada uang

japuik, yang akan dikembalikan lagi dalam bentuk hadiah
perkawinan yang nilainya melebihi uang jemputan yang

diterima oleh pihak laki-laki. Tetapi haI iEu sudah

berubah di mana uang; iemputan yang diterima oleh pihak
]aki-Iaki tidak lagi dikembalikan secara utuh, hanya

sebagian saja atau tidak dikenbalikan sama sekali kepada
pihak perempuan, sehingga .berubah namanya dari uang
j apu ik nenjadi uan4 hifanE.



1.1

Atas keluhan-keluhan rnasyarakat bersarkan banyak

kasus yan6l Lerjadi sebagai danpak sosial budaya dari
perkembangin uang hi).ang maka penerintah menanggapinya

secara sungguh-sungguh atas masalah yang berkembang dalam

masyarakat tersebut. Maka dimulailah kampanye anti uang

hilang yan* diprakarsai oleh pemerintah. Pada tahap
pertama pemerintah menEiundang Fara pemuka masyarakat
teruLama dari unsur adaL yaitu golongan Ninik Hamak

Fenangku adat Tingkat Kabul.aten untuk menghadiri sebuah
pertemuan khusus di Par iaman .

Penerintah mempunyai persepsi yanC ielas tentang
kebiasaan pembayaran uang hilang yang berlaku dalam

masyarakat selama ini. Penerintah menilai bahwa kebiasaan

Fembayaran uang hilang dalam sisLem perkawinan adat di
daerah Pariaman adalah tidak bai-k dan keblasaan buruk ini
harus dihapuskan. PemerinLah merasa tidak senang terhadap
kebiasaan buruk itu. Sikap pemerintah juga tegas bahwa

kebiasaan tersebut tidak disukai dan nasyaral'.at. fuas
menyokong sikaP Pemerintah.

BAB V
KESIHPULAN

1. Kes inpu lan

Berdas.arkan pembahasan dalan bab yang lalu maka

daFatlah ditarik kesimpulan dari Penemuan-penemuan

sebagai hasil dari penelitian ini sebagai berlkut:
a. PendaFat responden tentang ienis pembayaran uang

perkawinan terbaik adalah uang iapuik, bnukan uang

hi IanEl .

b. Pendapat responden tentang hubungan besar,/kecil uang

pembayaran dengan prestise ternyata hubungan itu
sangaL eraL seka I i .

tl,_.x uPI
l:i'!?

PERPUS I,.H,1AIT
p.l DaNc



c. Tanggagan nasyarakat rrBnEena.i besat;'ker:i] penibayaran

uang perkawinan d iliaitkarr dengan gelat ternyata
sebagian besar tersponden tidak setuju.

d. Tanggapan masyarakat mengenai bertenLangan atau tidak
pembayaran uang perkawi.nan menurut adat ditinjau dari
hukum Islam, sebagian besar responden menjawab tidak

,bertentangan.
e. Penguasaan arus informasi oleh masyarakat tent.ang

larangan pembayaran uang hilang ternyata sebagian
besar dari Harga masyarakat ada mengetahui larangan
tersebu t .

f. Tanggapan masyarakat tenLang pelaksanaan Iarangan uang
hi lang. sebaEiian besa.r responden menj awab Iarangan
tersebut t idak d iPatuhi.

g. Tanggapan nasyarakat tetanEi danpak neEatif uang hiIang
ternyata sebagian besar responden menjawab bahwa

dampak hegat i f yan1 d it i.nbu Ikannya hanva sedikit.
h. Persepsi masyarakat terhadap hubungan uang hilang

dengan gadis Lua sebagian. besar responden menjawab

bahwa hubungan itu t.idak ada.

i. Tanggapan nasyarakat tentang perempuan yang kawin

dengan orang luar, bahwa sebagian besar responden

nenjawab hanya sebagian saja tidak kawin ke luar.
j. PendapaL tentang keinginan masyarakat Pariaman yang

kawin dengan laki-Iaki dari suku bangsa lain di luar
Pariaman sebagai akibat uang hilang, ternyata jawaban

reponden sebagian besar menjawab tetap memilih orang
Hinang sendiri, kedua orang JalJa..

k. Pendapat masyarakat tetang ada atau tidak ada
pembayaran perkawinan kepada Iaki-1aki dari luar,
ternyata sebagian besar responden meniawab ada

I. Besarnya pembayaran perkawinan terhadap laki-laki Iuar
Paria-man sebagian besar responden menianab pembayatan

itu mencapai RP. 3 iut-a.



Perasaan. Eertetasi muda serta{,/ Lidal" senang r'ethad^P

pembayaran Ferkawinan ternyata sebagian besar dari
mereka itu merasa tidaI,- senanEi .

Alasan generasi muda yang tidak,/kurang senang terhadap
uang pembayaran perkawinan ternyata sebagian besar
responden meniawab bahwa haI itu Lidak sesuai dengan

zaman .

Pendapat generasi muda tentnag gadis yang kawln dengan

orang luar terdaFat perbedaan yang berarti di atara
respondbn.
Persepsi masyarakat atas danpak sosial terhadap harta
pusaka ternyata sebagian besar dari responden menjawab

ada.
Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik
dengan danpak ekonomi, berdasarkan analisis hubungan
yang d iuj i dengan rumus, Lernyata hubungan kedua
variabel tidak signifikan. Tidak Lerdapat perbedaan
persepsi an lara ke lompok- ke Iompok masyarakat.
Hubungan pendapat n'rasyaraka.t terhadaF kawin baiapuik
dengan dampak sosi,al dalan haI ini perawa tua,
berdasarkan analisls hubungan setelah diuii dengan

rumus ternyata t idak terdapat hubungan perseps i
urasyarakat dengan gadis tua.
Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik
dengan dampak budaya, dalam hal ini budaya kawin ke

]uar, berdasarkan analisis hubungan setelah diui i
dengan rumus ternyata t idak terdapat perbedaan

hubungan persepsi dengan dampak budaya kawin ke luar'

2- Saran-saran

Sesuai dengan penemuan d i Iapangan bahpa sebagian
besar masyarakat lebih nenyukai bentuk uang baiapuik
daii pada uanE! hilang maka disarankan aElar

kecenderungan j.ni dapat disokong dan diperkuat dengan

cara melembagallannya melalui kepuLusan-kePutusan, baik

n

n

o

p

q

r

s

a



b

oleh plmpinan informal naupun pemimpin formal nisalnya
denElan mengeluarkan kaidah-kaidah hukum adat yang baru
oleh Kerapatan Ada' Nagari (KAN) atau Peraturan Daerah
(Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
Kabupaten Padang Par ianan , un tuk me lembagakan uang
japuik dan sekaligus untuk menghilangkan budaya uan6J

hilang. Artinya kebiasaan penrbayaran uang japuik dapat
diteruskan, tetapi budaya p'embayaran uang hilang harus
dilenyapkan.
Disarankan agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) nembuat
peraturan hukum adat yang menCiatur tentang ganti
kerugian dalarn hal perceraian terhadap pihak yan4

dirugikan, dalam arti bahpa pihak yang salah dalam
kasus perceraian harus nembayar atas kerugian yang

timbul dengan cara pengembalian sunua atau sebagian
uang pembayaran perkawinan kalau perlu ditarnbah dengan
denda.
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